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1. Pasal 18 ayat (6) Un'dang-Undang Oasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. 2. I:JnElang-UndangNomor 25 Tahun '1959 ··tenlang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59;Tambahan Lembaran N~gaFa·RepublikIndonesia Nomor-4844);

Mengingat

--- ------ .-- pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang
luas, nyata dan bertanggung jawab;

b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentanq Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Oaerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusl Izln Trayek dan
Izin Operasi dan Peraturan Oaerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Trayek Angktltan Sungai. Danau dan Penyeberangan
Lintas KabupatenfKota, perlu diadakan penyesuaian dengan
membentuk peraturan daerah baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hUTUfa dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah
yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINANTERTENTU

PERATURANOAERAH PROVINSISUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2012
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12. Peraturan Pemerinlah Nomor 41 Tahun 1993 tenlang Angkutan

J.alan(Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 1'993Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian
Urusan Pemerinlahan antara Pemerintah, Pemerinlahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerinlah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
(Lembaran Negara Reputilik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 28,Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
I

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan
Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor" 82,-Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lsmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3256) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun ·1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
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5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan anlara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 lenlang Jalan (Lernbaran
-Negara 'Republik Indonesia Tahun '2004 Nomor 132, Tarnbahan
L.embaranNegara Republik Indonesia Nornor 4444):

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 lentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4649) ;

. . . '.



2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informalika Provinsi Sumatera

~'e\'O.\'O.\\,

....·..DatarnPeraturan Daerah,in~,.yang.dimaksuddengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Surnatera Selatan.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

RETRIBUSI PERIZINANPERATURAN DAERAH TENTANG
TERTENTU.

MEMUTUSKAN:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan Persetujuan Bersama

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri 0)
sebagaimana telah dtuban beberapa kali \erakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Oaerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tala Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumalera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri DJ;

17. Peraturan Oaerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 5 Seri E);

. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insenlif Pemungutan Pajak Daerah
dan Relrfbus: Daerah (Lembaran Negara Hepublik 'Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerinlah Nomor 20 Tahun 2010 lenlan~ Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
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4. Kepala Dinas Perhubunqan, Komunikasi dan Informatika adalah
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang rnerupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yamg tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
kornandtter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. lembaga
dan bentuk badan laiinya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/alau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Perizinan Terlenlu adalah kegialan tertentu Pemerinlah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pibadi atau Badan
yang dimaksudkan unluk pembinaan. pengaluran. pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaalan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang. prasarana, sarana alau
'fasilitas tertentu guna meHndungikepentingan urnurn dan menjaga
kelestarian lingkungan..

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadl atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retrlbusi dlwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan umum untuk pelayanan
jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan
tujuan perialanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak
terjadual.

10.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak
terjadual.

11.Angkutan Antar Kola Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat
AKDP adalah angkutan dan satu kota ke kola lain yang melalui antar
daerah kabupatenlkota dalam suatu daerah provinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek, meliputi
AKDP untuk angkulan antar jemput, karyawan, pemukiman, pemadu
moda dan angkulan perbalasan yang melampaui lebih dari satu
daerah provinsl.
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23.Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah berat kotor
kapal beserta muatan dl atasnya.

22.Relribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
'adalaf pembayaran atas pemberian izin Irayek angkutan sungai,
danau dan penyeberangan kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan umum melalui sungai, danau
dan penyeberangan pada suatu atau beberapa trayek dalam
wilayah provinsi.

21.Usaha Angkulan Perairan P,edalaman adalah kegiatan angkutan
untuk umum dengan memun'gut.bayaran yang diselenggarakan di
sungai, danau, terusan dan waduk dengan menggunakan kapal
perairan pedalaman linlas kabupaten/kola.

20.Perairan Pedalaman adalah semua perairan di daerah daralan
seperti sungai-sungai, terusan-Ienusandan danau-danau.

19.Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan adalah alaI angkutan
sungai berupa kapa! ketek. kapal speed boat dan kapal jukung
dan/atau sejenisnya yang digunakan untuk urnum yan'g melintasi
sungai, danau dan penyeberangan Hntaskabupaten/kota.

,
17.lzin Tldak Dalam Trayek adalah izln untuk melakukan kegiatan

pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dengan
jadwal pengangkulan yang lidak teratur.

18.lzin Trayek Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan adalah
izin yang diberikan untuk penyelenggaraan angkutan penumpang
dan barang di sungai, danau dan penyeberangan pada trayek atau
Hntaskabupalen/kota dalam Provinsi.

12.Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu.
dengan atau tanpa pengemudi dalam suatu wilayah operasi yang
tidak terbatas.

13.Angkutan Khusus adalah angkutan pelengkap terhadap pelayanan
angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

14.Angkutan Perbatasan adalah angkutan yang menghubungkan atau
melampaui lebih dari satu daerah provinsi sebagai tugas
dekonsentrasi.

15.Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

. 16.Iz:in-Insidentll ..merupakan -izin yang -hanya diberikan - kepada
perusahaan angkutan yang telah memlilki izln trayek, untuk
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dad
izin trayek yang dlrnillklnya.
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26.Sertifikat kapal adalah dokurnen kapal yang menyatakan bahwa
. secara teknis dan' nautis ·sebuahkapal memenuhi persyaratanuntuk
berlayar.

27.$urat Keterangan Kecakapan yang selanjulnya disingkat SKK
adalah surat bukti ·kecak-apanyar:lg harus dimiliki .oleh seseor.ang
yang mampu dan bertanggung jawab ol sebuah kapal pedalaman
baik di bagian naulis maupun teknikal.

28. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya
ditarik alau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis. kendaraan di bawah pennukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

29.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkulan.

30.Sural Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRO
adalah bukti pembayaran alau penyetoran relribusi yang telah
dllakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat peml;>ayaranyang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

31.Surat Keletapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya
jumlah pokok retribusi yang terutang.·.

32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebiha-npembayaran retribusi karena jumlah
kredil Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

33.Sural Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

34.Pemeriksaan adalah .serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi dan/alau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

24.Kartu Pengawasan adalah kartu yang diberikan instansi berwenanq
sehubunqan dengan diterbitkannya sural izin tr!'lyek. yaDg
diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap operasional
kendaraan umum di lapangan.

25.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kelaikan kapal.
!
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(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izm sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin
pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif darl pemberian izin
trayek dan Izin tidak dalam trayek.

8agian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan

Tarif Retribusi

Pasal6
(1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif retribusi

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dan izin tidak
dalam trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal5
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi
penerbitan izin, sarana dan prasarana yang digunakan dalam
rnelakukan pengawasan serta pembinaan dalam pener.bitan Izin
Trayek.

mernperoteh izin trayek dan/atau izin tidak dalam trayek.

Pasal4
Retribusi adalah orang prlbadi atau Badan yangSubjek

Pasal 3

Objek -Retribusi adalah pemberian izin trayek dan. izin tidak.daJam
trayek yang wilayah operasinya lintas kabupaten/kota dalam
provinsi.

BAB II
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

. Pasal2
Dengan nama Retribusi atas pemberian lzin trayek dan Retribusi
Izin tidak dalam trayek kepada Badan yang wilayah operasinya
lintas kabupaten/ kota dalam provinsi.

35.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk meneari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu rnernbuat terang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

7
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(3) Untuk keperluan operasional, masing-masing kendaraan
diberikan Kartu Pengawasan dan untuk setiap penggantian
Kartu Pengawasan yang hilang atau rusak dikenakan tarif
sebesar 50% sesuai jenis angkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tanpa mengubah masa berlaku.

JENIS KAPASITAS
PERIZINAN TEMPAT DUDUK TARIF

a. Izin Trayek s.d. 8 Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu
rupiah)

9 s.d. 16 Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu
rupiah)

17 s.d. 28 Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu
rupiah)

Lebih dari 28 orang Rp. 1.200.000,-
(satu juta dua
ratus ribu
rupiah)

b. tzin Tidak s.d. 8 Rp. 500.000,-

Dalam Trayek
(lima ratus ribu

. rupiah)

9 s.d. 16 Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu
rupiah)

17 s.d. 28 Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu

I
rupiah)

I Lebih dari 28 orang Rp. 1.200.000,-!
(satu juta dua
ratus ribu
rupiah)

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Bagian Keempat
Struktur dan 8esarnya Tarif Retribusi

Pasa!7
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan

penumpang umum dan daya angkut ~er unit kendaraan.

8
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Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis perizinan
yang diberikan dan jenis .~ngkutan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang
menggunakan dan atau menikmati pelayanan izin trayek angkutan
sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten I kota dalam
wilayah provinsi.

Pasal12

Objek Retrlbusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi
atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek sungai, danau dan penyeberangan
lintas kabupaten I kota dalam wilayah provinsi.

Pasal11

Dengan nama Retribusi izin trayek angkutan sungai, danau dan
penyeberangan lintas kabupaten/kota dipungut Retribusi atas
pemberian izin trayek kepada Badan yang menyediakan

I
pelayanan angkutan sungai, danau' dan penyeberangan lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

BAB III
RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN

PENYEBERANGAN lINTAS KABUPATEN/KOTA

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal9

Bagian Kellma
Masa Retribusi dan Saat Terutangnya Retribusi

Pasal8

Masa Retribusi lzin Trayek dan Izin tidak dalam trayek adalah
jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

(4) Untuk setiap pemberian izin insidentil dikenakan tarif sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kendaraan.

9
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Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habisnya masa berlaku
izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang
izln trayek wajib menyampaikan permohonan perpanjangan
izin trayek untuk jangka waktu berikutnya.

,
(1) Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai. Danau dan

Penyeberangan Lintas KabupateniKota berlaku selama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjanq.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Terutangnya Retribusi

Pasal 16

Pemberian izin trayek angkutan sunqai, danau, dan
penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan
provinsi adalah kapal berukur.an tonase kotor sama dengan atau
lebih dari GT.7 ( ~ GT 7 ) sampai dengan GT 300 yang
dioperasikan di perairan daratan (sungai dan danau).

Pasal15

Masa
Jenis Angkutan Besaran Tarif Berlaku

Izin
a. Kapal Ketek Rp. 125.000.- 5tahun

(seratus dua puluh
lima ribu rupiah)

b. KapalSpeed Rp. 250.000.- (dua 5 tahun
Boat ratus lima puluh

ribu rupiah)

c. .KapalJukung Rp..500.000.- (lima .5 tahun
ratus ribu rupiah)

(1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis kapal.
(2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut :

8agian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

10
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(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain ya[l9 dipersarnakan .

BABVI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal21

(1) Psmbayaran relribusi dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal20

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu
yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) dengan menerbitkan STRD.

(1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRO atau
dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling
lama 1 x 24 jam.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hasil penerimaan
Relribusi daerah disetor ke Kas Daeran.

BAB V
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal19

Retribusi dipungut di ternpat pelayanan diberikan dalam wilayah
provinsi sesuai dengan kewenangan.

BABIV
WllAYAH PEMUNGUTAN

Pasal jS

11



(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbilkan, keeuali jika
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu ilu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(2) Keberalan diajukan seeara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(1) Wajib Retribusi terlentu dapat mengajukan keberalan hanya
kepada Gubernur atau pejabat yang dilunjuk alas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal23

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jerus retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Ba~ian Kedua
Pemanfaatan

Pasa122

(5) Penagihan Relribusi lerutang sebagaimana dimaksud pada
ayal (3) didahului dengan Surat Teguran.

(6) Tala cara pelaksanaan pernunqutan Retribusi ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pacta
waklunya alau kurang membayar, dikenakan sanksi
administralif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan darl Relribusi yang terutanq yang tidak atau kurang
dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRD.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapal berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.

12
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BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal27
(1) Alas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(4) Apabila jangka waklu sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu Keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dlkabulkan.

(3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya retribusi yang terutang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi,
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh
Gubernur.

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan dlterima harus memberi
Keputusan alas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Sural Keputusan Keberalan.

Pasal26.'

(2) Penaglhan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang dan
Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

,
Retribusi yang harus dibayar bertarnbah, yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui
Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN).

jumlahyang menyebabkanKeberatanKeputusan

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Sural

BAS VIII
PENAGIHAN
Pasal25

SenIuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

BAa VII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal24

13
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(1) Hak unluk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa selelah melampaui waktu 3 (Iiga) lahun
terhitunq sejak saat terutangnya retribusi. kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan lindak pidana di bidan.9 Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. dilerbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak. langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Sural Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayal (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihiturig
sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAS X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal28

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dlrnaksud pada ayat (2)
dan ayal (3) telah dilampaui dan Gubernur tidak
memberikan suatu Keputusan, permononan penqernbalian
pembayaran relribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan,

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai ulang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran r'etribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) .Iarigsung :'diperhitungkan untuk "melunasi
terlebih dahulu utang relribusi tersebut.

(5) Pengembalian keleblhan pembayaran retrlbusl sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilakukan dalam jangka waklu
paling lama 2 (dua) bulan sejak dilerbilkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan. Gubernur
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan alas kelerlambatan pembayaran kelebihan
pcmbayaron retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan cuoernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan Keputusan.

14
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara pemeriksaan
Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau

eatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang
terutang;

b. rnernbenkan kesemoatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelanearan pemeriksaan; dan/atau

c: -meffiseFikaA·~eteFaflgaA.yang El·iperll:lkan.

(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di
bidang Retribusi,

BA8 XI
PEMERIKSAAN

Pasal30

(3) Tata eara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 29

(5) Pengakuan utang retribusi seeara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh,
Wajib Retribusi.

(4) Pengakuan utang retribusi seeara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi

- -dengan i<esadarannya-menyatakan-masih-mempunyah;Jtang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Provinsi.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabal Pegawai Negeri Sipil tertenlu di Lingkungan
Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang

__berwenang _ sesuai .._dengan ketenluan ... peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Provinsi diberi wewenang kl1usus sebaqai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Hukum Acara Pidana.

BABXIV
PENYIDIKAN

Pasal33

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Relribusi lerutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran,

(3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksu,d pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal32

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi
daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasa131
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rnemberitahukan dimulalnya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
\1m~mme\a\~,'?et;\'l'd'~?e\aba\?()\\,."~e~a~aRe~u'o\\~
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a. menerima, mencari. mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan i;lerkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
-Iaporan tersebut menjadi.lebih.lenqkap dan.jelas:

b. meneliti. mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeleQahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

.f. meminta ..bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

17
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Prosedur, persyaralan dan waktu yang diperlukan untuk
pengurusan izin diatur lebih lanjut dengan Peraluran
·Gubernur,

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal37

b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Retribusi lzin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih
dapat dilagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat lerulang.

a. Peraturan Daerah ..Nomor 18· Tahun 2008 -tentang
Retribusi lzin Trayek dan Izin Operasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nornor, 12 Seri C) ;

I

Pada saat PeraturanDaerah ini berlaku, Retribusi yang masih
terutangberdasarkan:

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
merupakan penerimaan Negara dan disetor ke kas Negara,

Pasal35

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran,

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajbannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan
paling lama 3 (Iiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (Iiga) kali jumlah relribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

BABXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal34

18
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 5

YUSRI EFFENDI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUM ERA SELATAN.

_._Ditetapkan di f'alembang
pada tanggal 13 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah In! mulai berfaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal39

a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi
Izin Trayek dan Izin Operasi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 12 Seri C);

b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

Pasal38
•
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